


AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) 
adalah :

Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu
usaha/kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan nagi proses 
pengambilan keputusan ttg penyelenggaraan
usaha/kegiatan tsb

ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) merupakan
dokumen hasil kegiatan AMDAL.



Konsepsi dasar dari AMDAL  “Sustainibilitas 
lingkungan”, dalam konteks tetap 
terpeliharanya keseimbangan antara 
lingkungan sebagai sumberdaya alam dan 
manusia sebagai pengguna.

Salah satu elemen utama sebagai kunci 
sustainibilitas lingkungan adalah “siklus 
hidrologi”



Siklus Hidrologi



Tanpa ada campur tangan manusia, maka :

hutan alami tetap terpelihara (habitat 
flora – fauna)

air bawah tanah tidak terganggu

kualitas udara tetap terjaga

erosi tanah minimal

 rantai makanan tidak mengalami 
gangguan/terputus



 AMDAL diatur dalam PP No.27 tahun 1999, UU 

No. tahun 1997 tentang pengelolaan hidup

 Berdasarkan PP no. 27 tahun 1999, hampir

semua kewenangan penilaian AMDAL 

dilimpahkan kepada kepala daerah

 Tujuan dan sasaran AMDAL adalah

Untuk menjamin agar suatu usaha/kegiatan

pembangunan dapat beroperasi secara

berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan

lingkungan



Dua alasan AMDAL diperlukan dalam studi 

kelayakan:

1. Karena undang-undang dan peraturan 

pemerintah menghendaki demikian.

2. AMDAL harus dilakukan agar kwalitas 

lingkungan tidak rusak dengan 

beroperasinya usaha industri



Bagi pemerintah

 sebagai alat pengambil keputusan ttg

kelayakan lingkungan dari suatu rencana

usaha/kegiatan

 Bahan masukan dalam perencanaan

pembangunan wilayah

Mencegah potensi SDA di sekitar lokasi

proyek tidak rusak dan menjaga kelesatarian

LH



Bagi masyarakat

Dapat mengetahui rencana pembangunan di 

daerahnya sehingga dapat mempersiapkan

diri untuk berpartisipasi

Mengetahui perubahan lingkungan yang akan

terjadi dan manfaat serta kerugian akibat

adanya suatu kegiatan

Mengetahui hak dan kewajibannya dalam

hubungan dengan usaha/kegiatan didalam

menjaga dan mengelola lingkungan hidup



Bagi pengusaha

Untuk mengetahui masalah2 lingkungan yang 

akan dihadapi pada masa yang akan datang

 Sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan

sasaran proyek

 Sebagai pedoman untuk pelaksanaan

pengelolaan dan pemanfaan lingkungan hidup



 Prosedur AMDAL mengacu pada Keputusan

Menteri LH No. 17 tahun 2001

 Prosedur proses AMDAL meliputi:

1. Proses pemisahan wajib AMDAL 

2. Proses penyusunan dan penilaian Kerangka

Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-

ANDAL)

3. Proses penyusunan dan penilaian ANDAL, 

RKL, RPL



Studi AMDAL dimulai pada saat perencanaan 

atau sebelum usaha/kegiatan proyek 

dilaksanakan (SEHARUSNYA)

FAKTANYA

Proses pelaksanaannya bersifat siluman yaitu 

proyek sudah berjalan dan proses AMDAL nya 

menyusul atau bahkan kadangkala proyeknya 

sudah selesai studi AMDAL nya belum selesai 

juga



Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak
Lingkungan (KA-ANDAL)

Dokumen ini merupakan ruang lingkup dan
kedalaman kajian analisis mengenai dampak LH 
yang akan dilaksanakan sesuai hasil proses 
pelingkup

Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup
(ANDAL)

Dokumen ini memuat telahaan secara cermat
dan mendalam tentang dampak besar dan
penting suatu rencana usaha/kegiatan
berdasarkan arahan yang telah disepakati dalam
dokumen KA-ANDAL



Dokumen Rencana Pengelolaan LH (RKL)

Dokumen ini memuat berbagai upaya

penanganan dampak besar dan penting

terhadap LH yang ditimbulkan akibat rencana

usaha/kegiatan

Dokumen Rencana Pemantauan LH (RPL)

Dokumen ini memuat berbagai rencana

pemantauan terhadap berbagai komponen LH 

yang telah dikelola akibat terkena dampak

besar dan penting rencana usaha/kegiatan



KA-ANDAL dianggap sah sebagai dasar
penyusunan ANDAL, RKL dan RPL bilamana
telah dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL dan
mendapatkan Keputusan dari Pemerintah
(Menteri LH/Kepala BAPEDAL, Gubernur atau
Bupati/Walikota) dalam waktu selambat-
lambatnya 75 hari kerja sejak diterimanya
dokumen tersebut oleh Sekretariat Komisi. 
Sebaliknya bilamana pemerintah dalam waktu
75 hari kerja tidak juga memberikan
keputusan, maka secara hukum KA-ANDAL 
dianggap sah sebagai dasar penyusunan
ANDAL 



 Keputusan terhadap dokumen AMDAL 

dinyatakan kadaluarsa apabila rencana 

usaha/kegiatan tidak dilaksanakan dalam 

jangka waktu 3 tahun sejak ditetapkannya 

keputusan tersebut, untuk itu pengusaha 

mengajukan kembali permohonan 

persetujuan atas ANDAL, RKL dan RPL kepada 

instansi yang bertanggung jawab 



 Keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan 

hasil ANDAL, RKL dan RPL dinyatakan batal 

bilamana pengusaha melakukan perubahan 

lokasi rencana kegiatan, desain, proses, 

kapasitas, bahan baku, bahan penolong, atau 

akibat perubahan lingkungan yang sangat 

mendasar akibat peristiwa alam 


